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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. 
GAMBARAN UMUM

Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari aspek geologi, terdapat potensi sumberdaya mineral dan energi yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Potensi tersebut baru sebagian saja yang dimanfaatkan, selebihnya masih diperlukan serangkaian kegiatan agar dapat dimanfaatkan guna mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Utara yaitu Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerinta chan dan politik serta berkepribadian dalam budaya.
Seperti diketahui bahwasanya kegiatan yang berhubungan dengan sumberdaya mineral dan energi, adalah kegiatan yang padat teknologi, investasi yang besar dan beresiko tinggi. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dapat menyediakan dana untuk kegiatan tersebut, untuk itu keterlibatan pihak swasta sangat diharapkan. Keterlibatan pemerintah sangatlah dominan didalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan, survey pendahuluan, investasi dan penyiapan regulasi kebijaksanaan, serta melakukan pengawasan untuk ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 76 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Type A Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, kemudian Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Type A Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dituntut melaksanakan tugas dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip Good Governance sebagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mengacu pada rencana dokumen strategis tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah membuat perencanaan tahunan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis yang termuat dalam dokumen rencana strategis.Dalam rencana tahunan didalamnya termasuk indikator kinerja dan capaian sasaran dimaksud.
Selanjutnya pada tahun 2020 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral  Daerah telah menyusun capaian penetapan kinerja untuk mendukung terwujudnya agenda rencana pembangunan jangka mengengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

1.2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang energi dan sumber daya mineral;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang energi dan sumber daya mineral; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Tugas dan fungsi penyiapan perumusan kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rumusan kebijakan berdasarkan atas hasil penelitian untuk pengembangan energi dan sumber daya mineral.  Sedangkan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.3. 
ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki1 (satu) bagian Sekretariat,4 (empat) bidangdan satu UPT Balai Pengujian dan Peralatan, yaitu : Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Energi, serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian dan Peralatan dan Cabang Dinas Wilayah I, II, III, dan IV. Adapun Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASOI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
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i. Kepala Dinas

ii. Sekretariat

iii. Bidang-bidang

iv. Sub Bagian 

v. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Peralatan
vi. Cabang Dinas Wil I, II, III, IV
1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Umum

2) Bidang Geologi dan Air Tanah 

3) Bidang Mineral dan Batubara 

4) Bidang Energi 

5) Bidang Ketenagalistrikan 

6) UPT Balai Pengujian dan Peralatan, terdiri dari:
a. Kepala UPTD 
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pengujian dan Pengembangan Mutu dan Seksi Peralatan dan Logistik
d. Cabang Dinas Wil I, II, III, IV, terdiri dari:
a. Kepala Cabang
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Mineral dan Air Tanah, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. KEPALA DINAS
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;

b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumberdaya mineral;

d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

e. Penyelenggaraan urusan di bidang Geologi Air Tanahdan air tanah;

f. Penyelenggaraan urusan di bidang mineral dan batubara;

g. Penyelenggaraan urusan di bidang energi;

h. Penyelenggaraan urusan di bidang ketenagalistrikan;

i. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;

j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIAT
(i) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;

c. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;

d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;

e. Penyelenggaraan urusan umum;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

 (1). 
Sub bagian Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. 
Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b.
Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;

c.
Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;

d.
Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;

e.
Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

f.
Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, npwp sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.
Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;

h.
Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i.
Membuat daftar nominative dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

j.
Fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan

k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2). 
Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

a. 
Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;

b.
Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;

c.
Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;

d.
Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;

e.
Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;

f.
Melaksanakan pengendalian anggaran penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;

g.
Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;

h.
Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;

i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3).
Sub bagian Umum, mempunyai tugas :
a. 
Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;

b.
Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.
Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;

d.
Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

e.
Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

f.
Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

g.
Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;

h.
Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH
(i) Bidang Geologi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan geologi dan Air Tanah, konservasi air tanah dan pengusahaan air tanah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
(ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan  Air Tanah mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan geologi dan air tanah;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi air tanah;
c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan  air tanah;
4. BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
(i) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan batuan, pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batubara serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
(ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan batuan;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batubara; dan
c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang produksi dan penjualan mineral dan batubara.
5. BIDANG ENERGI
(1) Bidang Energi mempunyai tugas meaksanakan urusan di bidang pengusaan energi baru terbarukan, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Bidang energi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi baru terbarukan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi baru terbarukan; dan 

c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konservasi energi; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. BIDANG KETENAGALISTRIKAN
(1) Bidang Ketenagalistrikan  mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengusahaan ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan, pengawasan ketenagalistrikan, penyiapan ketenagalistrikan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;

c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan.

7.  BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN

(1)  UPTD Balai Pengujian dan peralatan pertambangan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengujian dan peralatan meliputi mengkoordinasikan, membina, membantu, mendampingi, memfasilitasi, menginventarisasi, melayani, mengsertifikasikan, memelihara, menyimpan, medistribusikan dan mengembangkan pengujian dan peralatan di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan Kelas A mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan sistem mutu ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan peralatan;

b. penyelenggaraan pelayanan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;

c. penyelengaraan pelayanan sertifikasi pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan , energi dan ketenagalistrikan;

d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari jasa pemakaian kekayaan daerah;

e. penyelenggaraan pengembangan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan , energi dan ketenagalistrikan;

f. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring hasil pengembangan, pengujian dan peralatan logistic;

g. penyelenggaraan pengawasan mutu pengujian dan perlatan;

h. penyelenggaraan kerjasama pengujian dan peralatan;

i. penyusunan panduan teknis, standar operasional dan prosedur (SOP) sistem mutu pelaksanaan di bidang pengujian dan peralatan;

j. perumusan rencana program dan kegiatan di bidang peralatan logistic;

k. pengoordinasian, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas kedinasan;

(3) .penyiapan penyusunan pelaksanaan inventarisasi kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian alat;

a. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;

c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;

j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;

l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;

m. melaksanakan fungsi sebagai pejabat manajer administrasi dalam pelaksanaan sistem mutu sesuai ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan peralatan dan laboratorium kalibrasi;

n. melaksanakan penyusunan bahan kaji kelayakan penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan ISO/IEC/SNI 17025;

o. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan sertifikasi hasil pengujian dan peralatan serta roduk pengajian dan peralatan lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral;

p. melaksanakan penyiapan bahan akreditas bidang administrasi;

q. melaksanakan penerbitan dokumen-dokumen berkaitan dengan retribusi pengujian dan peralatan;

r. melaksanakan pengarsipan dokumen pelaksanaan pengujian dan peralatan sesuai dengan ISO/IEC/ SNI 17025;

s. melaksanakan perekaman dan pencatatan kegiatan bidang administrasi sistem manajemen mutu ISO/IEC/SNI 17025;

t. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pengujian dan peralatan;

u. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian tata usaha;

v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

w. melaksanakan kerjasama ketatausahaan; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengujian dan Pengembangan Mutu mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja;

b. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis;

d. melaksanakan fungsi sebagai pejabat manajer teknis dalam pelaksanaan sistem mutu sesuai ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan pengembangan mutu serta laboratorium kalibrasi;

e. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;

f. melaksanakan penyusunan dokumen instruksi kerja metoda, instruksi penggunaan alat dan instruksi kerja khusus yang berkaitan dengan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan energi dan ketenagalistrikan;

g. melaksanakan kaji kelayakan contoh uji sesuai dengan sistem manajemen mutu;

h. melaksanakan uji profesiensi atau uji banding bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;

i. Melaksanakan 
kalibrasi 
peralatan Pengujian dan Pengembangan Mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
j. Melaksanakan Pengujian dan Pengembangan Mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
k. Melaksanakan rekapitulasi  hasil-hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu dan analisis data Pengujian dan  Peralatan;
l. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu;
m. Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil-hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu;
n. Menyiapkan bahan akreditasi bidang teknis untuk kegiatan                           re-assessment/surveilan ISO/IEC/SNI 17025 oleh Asessor (Auditor) Komite Akreditasi Nasional;  
o. Melaksanakan perekaman dan pencatatan  kegiatan bidang teknis sistem manajemen mutu ISO/IEC/SNI 17025;
p. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu;

q. Melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu;
r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. Melaksanakan kerja sama teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu. 
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Seksi Peralatan dan Logistik mempunyai tugas:

a.  Mengkoordinasikan, mendampingi  dalam menyusunan panduan teknis, standar operasi dan  prosedur (SOP) Penanganan Peralatan dan Logistik Energi dan Sumber Daya Mineral; 

b. Menyiapkan, menyusun,  melaksanakan iventarisasi kebutuhan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral: 
c. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan penyimpanan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan pendistibusian peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan pemeliharaan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
f. Menyusun dan membuat laporan kegiatan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
8. CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA DAN TOMOHON) KELAS A.

(1) Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan,   membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon kelas A Wilayah I mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon kelas A mempunyai tugas: 

a. penyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I; 

b. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;   

c. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

d. penyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

e. penyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

f. penyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

g. penyelenggarakan pemantauan  dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

h. penyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I; dan 

i. penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah I;

c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah I;

j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;

l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;

m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I ;

n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha. 
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.  

c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi; 

d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu; 

e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan; 

f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;

h. melaksanakan pembangungan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat;  

i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan; 

j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan;

k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi  dan Ketenagalistrikan;

l. Melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi volume di sektor energi dan ketenagalistrikan;

m. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; 

n. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait. 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:

a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah; 

b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;

c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral; 

d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;  

e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin  

f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan; 

g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau); 

h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan); 

i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat; 

j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan ;

k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah; 

l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah; 

m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

o. melaksanakan pembinaan 
dan 
pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;  

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

q. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;

r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;

s. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah; 

t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

9. CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG) KELAS A.

(1) Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan,   membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A  mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai tugas: 

a. penyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; 

b. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;   

c. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

d. penyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

e. penyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

f. penyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

g. penyelenggarakan pemantauan  dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

h. penyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II;dan 

i. penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah II;

c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah II;

j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;

l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;

m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II ;

n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha. 
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan memppunyai tugas:

a. Melaksanakan 
Penyusunan 
Program 
Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.  

c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi; 

d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu; 

e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan; 

f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan 

h. melaksanakan pembangungan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat  

i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan 

j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan 

k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi  dan Ketenagalistrikan 

l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait. 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:

a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah; 

b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;

c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral; 

d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;  

e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin  

f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan; 

g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau); 

h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan); 

i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat; 

j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan ;

k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah; 

l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah; 

m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

o. melaksanakan pembinaan dan

p. pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;  

q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

r. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;

s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;

t. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah; 

u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

v. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

10. CABANG DINAS WILAYAH II (BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM, BOLSEL, DAN KOTA KOTAMOBAGU) KELAS A MEMPUNYAI TUGAS:

(1) Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan,   membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A  mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai tugas: 

a. penyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III; 

b. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;   

c. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

d. penyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

e. penyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

f. penyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

g. penyelenggarakan pemantauan  dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

h. penyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III;dan 

i. penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah III;

c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah III;

j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;

l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;

m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III ;

n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha. 
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan memppunyai tugas:

a. Melaksanakan 
Penyusunan 
Program 
Kerja 
Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.  

c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi; 

d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu; 

e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan; 

f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan 

h. melaksanakan pembangungan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat  

i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan 

j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan 

k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi  dan Ketenagalistrikan 

l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait. 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:

a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah; 

b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;

c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral; 

d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;  

e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin  

f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan; 

g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau); 

h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan); 

i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat; 

j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan ;

k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah; 

l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah; 

m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

o. melaksanakan 
pembinaan 
dan 
pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;  

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

q. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;

r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;

s. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah; 

t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

11. CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO) KELAS A MEMPUNYAI TUGAS:

(1) Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan,   membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A  mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;

d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai tugas: 

a. penyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV; 

b. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan;   

c. penyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

d. penyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

e. penyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan 

f. penyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

g. penyelenggarakan pemantauan  dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan  ketenagalistrikan  

h. penyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV;dan 

i. penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah IV;

c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah IV;

j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;

k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;

l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;

m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV ;

n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha. 
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan memppunyai tugas:

a. Melaksanakan 
Penyusunan 
Program 
Kerja 
Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.  

c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi; 

d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu; 

e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan; 

f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan 

h. melaksanakan pembangungan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat  

i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan 

j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan 

k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi  dan Ketenagalistrikan 

l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan. 

m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait. 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:

a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah; 

b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;

c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral; 

d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;  

e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin  

f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan; 

g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau); 

h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan); 

i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat; 

j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan;

k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah; 

l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah; 

m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

o. melaksanakan 
pembinaan 
dan 
pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;  

p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;

q. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;

r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;

s. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah; 

t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

1.4. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) orang dengan rincian :
Tabel 1.4.1 Klasifikasi berdasarkan Pendidikan PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

	No.
	Pendidikan
	Jumlah

	1.
	Doctor (S3)
	-

	2.
	Pasca Sarjana
	11

	3.
	Sarjana (S1) atau Diploma IV
	32

	4.
	Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
	2

	5.
	Diploma II
	-

	6.
	SLTA/Diploma I
	40

	7.
	SLTP
	1

	8.
	SD
	-

	JUMLAH
	85


Tabel 1.4.2. Klasifikasi PNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan

	No.
	Pangkat
	Golongan/Ruang
	Jumlah

	1.
	Pembina Utama
	IV/e
	-

	2.
	Pembina Utama Madya
	IV/d
	1

	3.
	Pembina Utama Muda
	IV/c
	-

	4.
	Pembina Tingkat I
	IV/b
	5

	5.
	Pembina
	IV/a
	5

	6.
	Penata Tingkat I
	III/d
	18

	7.
	Penata
	III/c
	14

	8.
	Penata Muda Tingkat I
	III/b
	23

	9.
	Penata Muda
	III/a
	2

	10.
	Pengatur Tingkat I
	II/d
	4

	11.
	Pengatur
	II/c
	11

	12.
	Pengatur Muda Tingkat I
	II/b
	1

	13.
	Pengatur Muda
	II/a
	1

	14.
	Juru Tingkat I
	I/d
	-

	15.
	Juru
	I/c
	-

	16.
	Juru Muda Tingkat I
	I/b
	-

	17.
	Juru Muda
	I/a
	-

	JUMLAH
	
	85


Tabel 3. Klasifikasi Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

	No.
	Jabatan
	Eselon
	Jumlah

	1.
	Kepala Dinas
	II a
	1

	2.
	Sekretaris
	III a
	1

	3.
	Kepala Bidang
	III a
	4

	4.
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
	III b
	1

	5.
	Kepala Cabang Dinas 
	III b
	4

	6.
	Kepala Sub Bagian
	IV a
	7

	7.
	Kepala Seksi
	IV a
	10

	JUMLAH
	
	28


1.5. Isu-isu Strategis
Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:
1) Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices. 
Masih banyaknya perizinan KP/IUP di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Maraknya aktifitas pertambangan rakyat yang illegal dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku pertambangan yang dapat menimbulkan permasalahan yang harus diatasi secara komprehensif.

2) Masalah air tanah.
Adanya kendala dalam pelaksanaan pemboran air tanah khususnya pada daerah sulit air. Hal ini disebabkan adanya kondisi ekstrim geologi lokal pada daerah-daerah tersebut. Disamping itu dalam upaya konservasi air tanah di cekungan air tanah (CAT) menghadapi kendala akibat makin maraknya aktifitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATI) terutama pada daerah perindustrian.

3) Pemanfaatan energi belum efisien.
Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energi masih menghadapi hambatan antara lain budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

4) Masih rendahnya konsumsi tenaga listrik perkapita
Secara nasional konsumsi tenaga listrik perkapita sebesar 1057 KWH, sedangkan untuk konsumsi listrik Provinsi Sulawesi Utara masih sebesar 757KWH juga masih terdapat 15 desa belum berlistrik dan 28.872 rumah tangga yang belum berlistrik, disamping itu pertumbuhan konsumsi tenaga listrik sector industri masih rendah yaitu: 0,14%.
5) Masih kurangnya tenaga yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang ESDM.
6) Tantangan Pengelolaan ESDM sebagai akibat perubahan kewenangan penanganan Energi dan Sumber Daya Mineral oleh undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2. 1.  Rencana Strategis 2016-2021

Untuk mengantisipasi perubahan paradigma dan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara di masa mendatang, khususnya periode 2016 – 2021, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah membutuhkan strategi khusus agar kiprah dan eksistensinya sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumberdaya mineral dapat terwujud, terutama dalam mendukung pembangunan. Dengan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2016-2021 sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya,  diharapkan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menghasilkan peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral, panas bumi dan air tanah dan sumber-sumber energi yang terbarukan dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna, dan berkelanjutan untuk menghasilkan nilai tambah dalam kerangka otonomi daerah.
Sementara itu dalam sistem kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan renstra yang jelas dan sinergis, Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya. Mengingat Renstra merupakan salah satu sub sistem kinerja instansi pemerintah, terkait dengan system pengelolaan keuangan daerah maka penyusunan Renstra kedepan perlu dilaksanakan secara akurat, realistik dan mengikuti acuan-acuan yang telah ditentukan.

Selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada TA 2021, maka  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2021 sebagai berikut: 

Visi :

" Terwujudnya Sulawesi Utara Kerja Hebat dengan Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah dan Berkepribadian dalam Budaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan".  Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yakni :
Misi :
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor ESDM, serta mendorong sektor industri dan jasa;

2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing di Sektor ESDM;

3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan mendorong pemenuhan penyediaan kebutuhan ESDM untuk pariwisata yang berwawasan lingkungan;

4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri di Sektor ESDM;

5. Memantapkan pembangunan infrastruktur sektor ESDM berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;

6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur dalam Penyediaan Kebutuhan ESDM yang hebat;

7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor ESDM.

1. Tujuan:

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi DESDMD yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun serta menggambarkan arah Strategis Oeganisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan Kerangkap Prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Terwujudnya kemandirian ekonomi di sektor ESDM, serta mendorong sektor industri dan jasa;

2. Terlaksananya pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdayasaing di Sektor ESDM;

3. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan mendorong pemenuhan penyediaan kebutuhan ESDM untuk pariwisata yang berwawasan lingkungan;

4. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri di Sektor ESDM;

5. Terlaksananya pembangunan infrastruktur sektor ESDM berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;

6. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur dalam Penyediaan Kebutuhan ESDM yang hebat;

7. Terwujudnya Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor ESDM.

2. Indikator Kinerja Tujuan

1. a. Meningkatnya ketersediaan kapasitas terpasang

b. Meningkatnya investor disektor ESDM

c. Terjaminnya ketersediaan BBM

d. Meningkatnya kapasitas terpasang EBTKE

e. Terbangunnya smelter

2. a. Meningkatnya jumlah ESDM yang memiliki sertifkat

b. Bertambahnya SDM yang mengikuti diklat teknis

c. Meningkatnya sertifikasi keterampilan SDM disektor ESDM

d. Meningkatnya penempatan SDM sesuai dengan kompetensi

3. a. Meningkatnya jumlah perizinan disektor ESDM

b. Meningkatnya tata kelola rekomendasi perizinan

c. Meningkatnya pembangunan infrasturktur EBTKE

4. a. Meningkatnya jaminan ketersediaan dan pasokan

b. Berkurangnya daerah yang memiliki listrik

c. Meningkatnya pemasangan sambungan rumah

5. a. Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur ESDM

6. a. Meningkatnya ketersediaan dan konsistensi

b. Meningkatnya ketersediaan jumlah infrastruktur ESDM

7. a. Berkurangnya temuan audit internal dan eksternal

b. Bertambahnya ESDM yang memiliki kompetensi
3. Sasaran :

Bertolak dari pernyataan Visi, Misi dan tujuan strategis diatas, maka Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah adalah

1. Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang Baik
2. Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Mineral
3. Meningkatnya Pengelolaan Energi
4. Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita; 

4. Indikator Kinerja Sasaran

1. Prosentasi Ijin Usaha Pertambangan yang dibuina
2. a. Persentase Potensi Sumber Daya Mineral dan Potensi Air Tanah
b. Persentase Potensi Mitigasi Bencana Geologi

c. Persentase Penggunaan Air Tanah yang dikomersilkan

3. Bauran Energi, 

4. a. Rasio Elektrifikasi
b. Rasio Elektrifikasi Desa Berlistrik
2. 2  Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Penanggaran yang berisi Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran, serta anggaran yang dibutuhkan. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, sebagai berikut:

         Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
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14.083.691.727                             

1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

21.966.420                                     

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.494.419                                     

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  1.502.001                                       

2

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.199.591                                     

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas  41.199.591                                     

3

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.205.393.816                             

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.026.658.000                             

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

19.701.543                                     

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

159.034.273                                   

4

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

12.749.570                                     

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD

11.991.570                                     

Pemanfaatan Barang Milik Daerah 758.000                                           

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.461.961                                   

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 26.918.431                                     

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.305.244                                     

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.238.286                                     

6

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

471.261.747                                   

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

363.062.730                                   

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.199.017                                   

7

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1.855.149.008                               

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  15.075.630                                     

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan  212.480.000                                   

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.800.150                                       

Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.625.793.228                               

8

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

284.479.614                                   

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

260.330.561                                   

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan lainnya

24.149.053                                     

2.170.904.275                               

1

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada 

Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

266.500.487                                   

Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah 

pada cekungan Air Tanah 

266.500.487                                   

2

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,Izin 

Pemakaian,dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam 

Daerah  Provinsi

36.260.208                                     

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan 

Air Tanah

36.260.208                                     

3

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah 

Provinsi

1.868.143.580                               

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah  1.868.143.580                               

452.413.240                                   

1

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 

Mil

16.279.586                                     

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan 

Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 

Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

13.179.586                                     

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah 

Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 

sampai dengan 12 Mil

3.100.000                                       

2

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman 

Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 

dengan 12 Mil Laut

180.477.430                                   

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik 

Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara 

dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

180.477.430                                   

3       

 Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman 

Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) 

daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 

dengan 12 Mil Laut 

70.047.359                                     

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik 

Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam 

Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah 

yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk 

Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

70.047.359                                     

4

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat 

untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Mineral 

Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah 

Pertambangan

96.152.727                                     

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral 

Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan 

dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

96.152.727                                     

5

Penatausahan Izin Usaha Jasa Petambangan dalam 

rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang 

Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

45.493.638                                     

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Jasa Pertambangan dala Rangka Penanaman 

Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 

(satu) Daerah Provinsi

45.493.638                                     

6

Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral 

atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha 

Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh 

Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi 

Kelayakan

43.962.500                                     

Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan 

Pertambangan yang dilakukan Pemegang Usaha 

Pertambangan

43.962.500                                     

207.308.561                                   

1

Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 207.308.561                                   

Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi 

Kewenangan Provinsi

178.294.061                                   

Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperhensif untuk 

Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi 

Energi 

13.255.500                                     

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 

15.759.000                                     

1.747.342.087                               

1

Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga 

Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia 

Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

25.194.000                                     

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik 

Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan 

Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah 

Provinsi

25.194.000                                     

2

Penatausahaan Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya 

dalam daerah Provinsi

235.295.900                                   

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin 

Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 

235.295.900                                   

3

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa 

Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik 

dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah 

Provinsi

11.510.541                                     

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 

Harga Jual Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dan 

Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi

11.510.541                                     

4

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak 

Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan 

Perdesaan

1.475.341.646                               

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 

Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

1.400.574.546                               

Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Perdesaan

74.676.100                                     

JUMLAH 18.661.659.890                             

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 

PROGRAM PENGELOLAN KETENAGALISTRIKAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA


2. 3 Perjanjian Kinerja 
Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen pimpinan dengan tekad untuk melaksanakan/meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun ke lima Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

	No.
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Meningkatnya pengelolaan pertambangan yang baik
	Persentase Ijin Usaha Pertambangan yang dibina

	100%

	2.
	Meningkatnya pengelolaan geologi dan air tanah
	· Persentase potensi sumber daya mineral dan potensi air tanah


	100%



	3.
	Meningkatnya pengelolaan energi
	· Bauran Energi 


	38%



	4.
	Meningkatkan pengelolaan konsumsi ketenagalistrikan perkapita
	· Rasio Elektrifikasi

· Rasio Elektrifikasi desa berlistrik


	99.00%

99.6%




Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara termasuk didalmnya UPTD Balai Pengujian dan Peralatan, Cabang Dinas Wilayah I, II, III dan IV dalam rangka mewujudkan target yang sudah ditetapkan Tahun 2021 mendapatkan Alokasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 18.661.659.890, dengan rincian:

· Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp.11.026.658.000
· Belanja Langsung sebesar Rp. 7.635.001.890
Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  melakukan refocusing anggaran terhadap APBD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Refocusing Anggaran berdampak pada digesernya sebagian anggaran pada seeluruh Perangkat Daerah, sehingga mengalami perubahan Struktur APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Selain terjadi perubahan Struktur Anggaran, maka Program dan Kegiatan mengalami perubahan yang berpengaruh terhadap target-target pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati/ditandatangani. Namun melalui APBDP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan Alokasi Anggaran Tambahan melalui DID dan PEN sehingga mengalami peningkatan pada Program Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan Geologi serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana PEN


[image: image3.emf]No Kode Rekening Program/Kegiatan Jumlah Anggaran

I 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 620.360.000                                   

3.29.06.1.06 Kegiatan Untuk Kelompok Masyarakat Tidak 

Mampu, Pembangunaan Sarana Penyediaan 

Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah 

Terpencil dan Perdesaan

620.360.000                                   

3.29.06.1.06.06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 

Belum Berkembang Daerah Terpencil dan 

Perdesaan

620.360.000                                   

5.1.2.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada 

Masyarakat

620.360.000                                   

Belanja Persediaan untuk Dujual/Diserahkan-

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada 

Masyarakat

620.360.000                                   

Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)  620.360.000                                   

- Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 

Kabupaten Minahasa (PEN) 

370.360.000                                   

- Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 

Kota Manado

250.000.000                                   

II 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 1.082.000.000                                

3.29.02.1.03 Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 

Dalam Daerah Provinsi

1.082.000.000                                

3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan air 

Tanah

1.082.000.000                                

5.1.2.01.01.0039 Belanja Sarana untuk Dijual/Diserahkan kepada 

Masyarakat

1.811.391.410                                

Pemboran Air Tanah 729.391.410                                   

- Pemboran Air Tanah 729.391.410                                   

Belanja Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui 

Pemboran Air Tanah

1.082.000.000                                

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

melalui Pemboran Air Tanah di Desa Sea Mitra 

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa (PEN)

150.000.000                                   

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

melalui Pemboran Air Tanah di Desa Sinuian 

Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa 

(PEN)

155.000.000                                   

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

melalui Pemboran Air Tanah di  Desa Pineleng 

Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa 

(PEN)

147.000.000                                   

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

melalui Pemboran Air Tanah di  Desa Kayuwatu 

Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa (PEN)

150.000.000                                   

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

Desa Keroit Kecamatan Motoling Barat 

Kabupaten Minahasa Selatan (PEN)

150.000.000                                   

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

melalui Pemboran Air Tanah di  Kelurahan 

Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota 

Manado (PEN)

135.000.000                                   

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

melalui Pemboran Air Tanah di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe (PEN)

195.000.000                                   

III 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

195.000.000                                   

3.29.01.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

195.000.000                                   

3.29.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor alat Bangunan Lainnya

195.000.000                                   

5.2.02.12.01.0003 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya 195.000.000                                   

- Pengadaan Alat Bor Air  195.000.000                                   

1.897.360.000                                 JUMLAH


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untu menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder.

Untuk pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2021, terlebih dahulu diinventarisir hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dilakukan analisa serta pembobotan terhadap hasil analisanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan  cara:


1.
Membandingkan realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.


2.
Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu,


3.
Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sasaran kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa kinerja yang telah dilakukan. Pengukuran persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakter komponen realisasi dalam kondisi :


1.
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :





          Realisasi



%Pencapaian Kinerja =
----------------------------- X 100%





          Rencana


2.
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :




                  Realisasi – (Realisasi – Rencana)

%Pencapaian Kinerja =----------------------------------------------- X 100%




                              Rencana



Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kalifikasi sebagai   berikut :

	No.
	Interval Nilai Realisasi Kinerja
	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

	1
	91 ≤ 100
	Sangat Baik

	2
	76 ≤ 90 
	Baik

	3
	66 ≤ 75 
	Sedang

	4
	51 ≤ 65
	Rendah

	5
	≤ 50
	Sangat Rendah


A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
	No
	SASARAN STRATEGIS
	IKU
	PROGRAM
	KATEGORI CAPAIAN KINERJA

	
	
	
	
	B
	CB
	KB
	TB

	1.
	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang baik


	8
	2
	-
	√
	-
	-



	2.
	Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Minera


	7
	2
	√
	-
	-
	-

	3.
	Meningkatnya Pengelolaan Energi 


	8
	3
	√
	-
	-
	-

	4.
	Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita
	7
	1
	√
	-
	-
	-


Ket :  B : Berhasil, CB : Cukup Berhasil, KB : Kurang Berhasil, TB : Tidak Berhasil
Dilihat dari hasil tingkat pengukuran capaian kinerja berdasarkan tabel tersebut diatas, maka secara umum capaian kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 cukup berhasil sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2021. 
Keberhasilan Pelaksanaan Program/kegiatan tidak dapat dipisahkan dari berbagai kemampuan (input) dana, SDM serta fasilitas penunjang yang cukup memadai sehingga mampu menghasilkan sejumlah output serta dapat memberikan manfaat bagi terciptanya pelayanan yang memadai secara komperhensive. Program/kegiatan tersebut mempunyai kontribusi terhadap pembangunan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Selain daripada itu keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan menunjukkan bahwa jajaran Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara baik Pimpinan maupun Staf mampu melaksanakan dengan baik kepercayaan/kewenangan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran maupun tujuan dapat teratasi berkat kerjasama serta komitmen semua pihak di jajaran Dinas. Kedepan Sumber Dana yang Optimal baik sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan  tugas-tugas di bidang Pertambangan dan Energi meliputi : Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di tempat-tempat yang memerlukan penerangan, Inventarisasi potensi-potensi energi baru terbarukan, Inventarisasi Kebutuhan Energi Masyarakat, Survey Geologi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan serta pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat merusak lingkungan.

B. CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:
	Sasaran 1 :

	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang baik


Indikator Kinerja Utama sasaran tersebut adalah Presentasi Ijin Usaha Pertambangan yang dibina. Adapun pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2021

	
	
	Target
	Realisasi
	Hasil Capaian

	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang baik
	Presentasi Ijin Usaha Pertambangan yang dibina
	138 IUP
	156 IUP
	100%


2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang baik
	Presentasi Ijin Usaha Pertambangan yang dibina
	120
	106
	137
	156
	122


3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang baik
	Presentasi Ijin Usaha Pertambangan yang dibina
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Standar Nasional
	Realisasi Kinerja

	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan yang baik
	Presentasi Ijin Usaha Pertambangan yang dibina
	-
	122


5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja,

Indikator kinerja utama sasaran umumnya mengacu pada jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berlaku. Peningkatan atau penurunan kinerja sifatnya dinamis karena IUP yang berlaku setiap tahun bisa bertambah atau berkurang sesuai masa berlaku SK. Secara umum secara keseluruhan IUP yang masih berlaku terbina/tertata sesuai jumlah IUP yang masih berlaku.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya,

Sasaran strategis cukup tercapai dengan SDM dan alokasi dana/anggaran.

7. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya,

Penurunan alokasi dana anggaran berpengaruh pada tercapainya sasaran strategis. Selain itu tenaga teknis yang ada di bidang masih terbatas baik kemampuan maupun jumlahnya dibandingkan dengan target capaian kinerja.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja utama, sasaran strategis tahun 2021 mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan.
	Sasaran 2 :

	Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Mineral


Indikator Kinerja Utama sasaran tersebut adalah Persentase Potensi Sumber Daya Mineral dan Potensi Air Tanah, Persentase Potensi Mitigasi Bencana Geologi dan Persentase Penggunaan Air Tanah yang Dikomersilkan. Adapun pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2021

	
	
	Target
	Realisasi
	Hasil Capaian

	Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
	· Persentase Potensi Sumber Daya Mineral dan Potensi Air Tanah


	100%


	100%


	100%




2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
	· Persentase Potensi Sumber Daya Mineral dan Potensi Air Tanah


	100%


	100%


	100%


	100%


	100%




3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
	· Persentase Potensi Sumber Daya Mineral dan Potensi Air Tanah
	100%


	100%


	100%


	100%


	100%




4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Standar Nasional
	Realisasi Kinerja

	Meningkatnya Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
	· Persentase Potensi Sumber Daya Mineral dan Potensi Air Tanah
	-


	100%




5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja,

· Sumber daya manusia handal

· Peralatan penunjang tersedia

· Waktu pelaksanaan cukup

Alternatif solusi:

· Mengikutsertakan ASN pada diklat teknis Geologi dan air tanah

· Peralatan penunjang dilengkapi

· waktu pelaksanaan dimaksimalkan.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan:

· Survey potensi sumber daya mineral

· Survey potensi air tanah.

Analisis penyebab kegagalan:

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih

· Proses hibah lokasi pemboran yang memakan waktu

· Sumber daya manusia untuk pekerjaan pemboran masih kurang.

Alternatif solusi

· Penentuan lokasi pemboran dilakukan pada tahap perencanaan

· Proses lelang untuk penentuan pemenang dilakukan selektif mungkin untuk mendapatkan pihak penyedia jasa yang memenuhi syarat.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya,

Sasaran strategis cukup tercapai dengan SDM dan alokasi dana/anggaran.

7. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya,

Program perencanaan kegiatan Dinas ESDMD.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja utama, sasaran strategis tahun 2021 mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan ini oleh karena didukung berbagai kemampuan (input) dana, sumberdaya manusia sereta fasilitas yang cukup memadai, sehingga mampu menghasilkan output bagi terciptanya pelayanan yang memadai. 

Berdasarkan data-data tersebut diatas bahwa indikator kinerja, sasaran secara umum tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan ini disebabkan karena berbagai dukungan baik kemampuan (input) dana, sumberdaya manusia yang cukup memadai serta kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Pemerintah Kab./Kota se Provinsi Sulawesi Utara.  

	Sasaran 3 :

	Meningkatnya Pengelolaan Energi


Indikator Kinerja Utama sasaran tersebut adalah Penataam dan Pembinaan IUP. Adapun pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2021

	
	
	Target
	Realisasi
	Hasil Capaian

	Meningkatnya Pengelolaan Energi
	Persentase Bauran Energi
	38%
	38%
	100%


2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Energi
	Persentase Bauran Energi
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja 2021
	Sasaran Strategis

	
	
	Target
	Realisasi
	

	Meningkatnya Pengelolaan Energi
	Persentase Bauran Energi
	38%
	100%
	40%


4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Standar Nasional
	Realisasi Kinerja

	Meningkatnya Pengelolaan Energi
	Persentase Bauran Energi
	21%
	38%


5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja,

Target tahun 2021 untuk PERDA RUED adalah selesainya Naskah Akademis sebagai salah satu tahapan dalam pembuatan PERDA karena recofusing anggaran akibat dampak dari Pandemi Covid-19. PJU-TS pada TA 2021 ini ada bantuan dari Kementrian ESDM RI sebanyak 200 (dua ratus) unit sehingga bisa menambah kuantitas PJU-TS yang ada di Sulawesi Utara. Presentase Bauran Energi meningkat karena PLN sebagai pengelola Listrik Negara mengadakan pembaharuan di bidang pembangkit tenaga listrik menggunakan energy baru terbarukan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya,

Penggunaan sumber data yang ada pada tahun ini belum maksimal akibat dari Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan dalam penganggaran.

7. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya,

Akibat dari recofusing anggaran pada TA 2021 ini berpengaruh terhadap tercapainya sasaran strategis. Selain itu tenaga teknis yang ada masih terbatas dari segi kualitas dan kuantitas sehingga belum bisa mengoptimalkan target capaian kinerja meskipun di tengah Pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, melihat dari situasi yang terjadi pada tahun 2020 akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yaitu recofusing anggaran yang berpengaruh terhadap kuantitas kegiatan dapat dikatakan berhasil meskipun belum maksimal. Hal ini bisa disimpulkan berhasil karena ada realisasi kinerja anggaran yang maksimal.

	Sasaran 4 :

	Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita


Indikator Kinerja Utama sasaran tersebut adalah Rasio Elektrifikasi (RE). Adapun pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

8. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2021

	
	
	Target
	Realisasi
	Hasil Capaian

	Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita
	· Rasio Elektrifikasi

· Rasio Desa Berlistrik


	97,5%

100%


	99,98%

99.39%
	99,99 %

99,8 %


9. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita
	· Rasio Elektrifikasi

· Rasio Desa Berlistrik


	92,47%

98,47%
	97%

98,5%
	98%

99,18%
	99,98%

99,39%
	99,99 %

99,8 %


10. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Capaian Kinerja

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita
	· Rasio Elektrifikasi

· Rasio Desa Berlistrik
	92,47%

98,47%
	97%

98,5%
	98%

99,18%
	99,98%

99,39%
	99,99 %

99,8%


11. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional:

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Standar Nasional
	Realisasi Kinerja

	Meningkatnya Pengelolaan Konsumsi Ketenagalistrikan per Kapita
	· Rasio Elektrifikasi

· Rasio Desa Berlistrik
	99,20%

100%
	99,99 %

99,8 %


12. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja,

a. Ketersediaan energi listrik merupakan suatu keharusan guna mendukung kehidupan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder secara aktif dalam setiap proses program dan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan mendasar seperti IUJPTL (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik), IUPTL (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) baik untuk kepentingan sendiri dan umum, keterlibatan dalam penyusunan data ketenagalistrikan, inventarisasi desa belum berlistrik dan lain-lain, sehingga akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses program pembinaan, pengembangan pembangunan ketenagalistrikan yang akan membentuk rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembinaan, pengembangan pembangunan ketenagalistrikan. Tentunya inilah perwujudan dari menghadirkan pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam mewujudkan program pembinaan pembangunan pengembangan ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh situasi Pandemi Covid – 19 khusus bidang ketenagalistrikan terjadi peningkatan kebutuhan listrik konsumen. Pada selang akhir Tahun 2021 pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatnya tingginya lonjakan konsumsi tenaga listrik berimbas pada naiknya beban puncak serta ketersediaan Daya Listrik secara keseluruhan,  sehingga Pemerintah terus berupaya untuk memastikan kesiapan sumber tenaga listrik yang baru melalui penyiapan sumber investasi baru guna memaksimalkan kinerja sektor ketenagalistrikan.  Dengan  terus mempromosikan potensi Sumber Daya Alam yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan sektor ketenagalistrikan yang masih perlu di berdayakan sehingga dapat menarik investasi swasta untuk pengembangannya yang akan berdampak pada meningkatnya potensi ketenagalistrikan di daerah.

b. Keberhasilan dalam Investasi :

Keberhasilan ivestasi di bidang ketenagalistrikan dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan di Ratio Elektrifikasi telah mencapai target bahkan melebihi target, dimana dari 99,98 % tahun 2020 menjadi 99,99 % tahun 2021, tahun 2021 dan Ratio desa berlistrik dari 99,8 % capaiannya menjadi 99, 99,8 %. dikarenakan terkendala Pandemic Covid – 19 sehingga masih ada 18 Desa belum berlistrik. 

Tahun 2016 yaitu surplus daya listrik sebesar 25 MW dan pada akhir bulan Desember tahun 2021 mengalami peningkatan surplus daya listrik menjadi 96,1 MW.

13. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya,

a. Menggunakan sumber daya tersedia seperti anggaran dalam DPA dan SDM yang ada untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan melebihi target yang telah ditetapkan

b. Menyebarkan informasi melalui website potensi sumber daya ketenagalistrikan di Sulawesi Utara untuk mendatangkan investor dan juga melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN untuk memprogramkan kegiatan yang mendesak yang perlu diagendakan dalam program kerja RUPTL PLN termasuk program Listrik desa.

14. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya,

a. Jika dana tersedia dalam DPA berkurang dan SDM yang terbatas kemudian sering dimutasikan dan yang digantikan tidak sesuai kompetensinya menyebabkan target kinerja tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.

b. Jika anggaran publikasi website berkurang maka penyebaran informasi terhambat dan juga jika koordinasi dengan stakeholder berkurang maka kegiatan investasi di bidang ketenagalistrikan akan berkurang juga.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis tahun 2021 mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian 99,8 %.

C. REALISASI KEUANGAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi masing-masing program tersebut diatas tahun 2021, pencapaian kinerja bidang keuangan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang didanai oleh APBD pada umumnya berhasil dengan tingkat capaian dari tahun ke tahun realisasi fisik rata-rata 94% sedangkan realiasasi keuangan berkisar rata-rata 97% yang didanai oleh APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dapat dikatakan sukses dengan kategori Berhasil (B). 

Dalam rangka menunjang Program/Kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.661.659.890 Realisasi Rp. 17.106.801.387 (91,67%); 

dengan rincian sebagai berikut:
· APBD (PEN)
Rp. 16.764.229.890
Realisasi Rp. 15.232.619.858 (90,98%)
· PEN

Rp.   1.897.360.000
Realisasi Rp.   1.874.191.802 (98,77%)
Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Tahun 2021
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14.083.691.727                       12.560.944.268                        89,19

1

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

21.966.420                                19.914.800                                90,66

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.494.419                                18.414.800                                89,85

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  1.502.001                                  1.500.000                                  99,87

2

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.199.591                                40.748.634                                98,91

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas  41.199.591                                40.748.634                                98,91

3

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.205.393.816                       9.762.497.701                          87,12

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.026.658.000                       9.583.823.049                          86,92

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

19.701.543                                19.679.902                                99,89

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

159.034.273                             158.994.750                              99,98

4

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

12.749.570                                12.720.300                                99,77

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD

11.991.570                                11.962.300                                99,76

Pemanfaatan Barang Milik Daerah 758.000                                      758.000                                      100,00

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.461.961                             189.479.082                              98,96

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 26.918.431                                26.508.900                                98,48

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.305.244                                88.140.244                                99,81

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.238.286                                74.829.938                                98,15

6

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

471.261.747                             469.155.500                              99,55

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

363.062.730                             361.015.500                              99,44

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.199.017                             108.100.000                              99,91

7

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1.855.149.008                          1.794.594.333                          96,74

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  15.075.630                                15.074.800                                99,99

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan  212.480.000                             172.369.926                              81,12

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.800.150                                  1.044.000                                  58,00

Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.625.793.228                          1.606.105.607                          98,79

8

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

284.479.614                             271.873.918                              95,57

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

260.330.561                             247.795.718                              95,19

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan lainnya

24.149.053                                24.078.200                                99,71

2.170.904.275                          2.165.695.127                          99,76

1

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada 

Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

266.500.487                             265.232.046                              99,52

Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah 

pada cekungan Air Tanah 

266.500.487                             265.232.046                              99,52

2

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,Izin 

Pemakaian,dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam 

Daerah  Provinsi

36.260.208                                36.252.200                                99,98

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan 

Air Tanah

36.260.208                                36.252.200                                99,98

3

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah 

Provinsi

1.868.143.580                          1.864.210.881                          99,79

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah  1.868.143.580                          1.864.210.881                          99,79

452.413.240                             447.621.108                              98,94

1

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 

Mil

16.279.586                                16.105.000                                98,93

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan 

Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 

Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

13.179.586                                13.005.000                                98,68

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah 

Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 

sampai dengan 12 Mil

3.100.000                                  3.100.000                                  100,00

2

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman 

Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 

dengan 12 Mil Laut

180.477.430                             176.592.208                              97,85

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik 

Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara 

dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

180.477.430                             176.592.208                              97,85

3       

 Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman 

Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) 

daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 

dengan 12 Mil Laut 

70.047.359                                69.366.500                                99,03

Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik 

Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam 

Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah 

yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk 

Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

70.047.359                                69.366.500                                99,03

4

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat 

untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Mineral 

Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah 

Pertambangan

96.152.727                                96.150.900                                100

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral 

Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan 

dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

96.152.727                                96.150.900                                100

5

Penatausahan Izin Usaha Jasa Petambangan dalam 

rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang 

Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

45.493.638                                45.444.000                                99,89

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 

Usaha Jasa Pertambangan dala Rangka Penanaman 

Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 

(satu) Daerah Provinsi

45.493.638                                45.444.000                                99,89

6

Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral 

atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha 

Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh 

Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi 

Kelayakan

43.962.500                                43.962.500                                100

Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan 

Pertambangan yang dilakukan Pemegang Usaha 

Pertambangan

43.962.500                                43.962.500                                100

207.308.561                             204.904.328                              98,84

1

Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 207.308.561                             204.904.328                              98,84

Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi 

Kewenangan Provinsi

178.294.061                             175.889.828                              98,65

Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperhensif untuk 

Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi 

Energi 

13.255.500                                13.255.500                                100,00

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 

15.759.000                                15.759.000                                100,00

1.747.342.087                          1.727.636.556                          98,87

1

Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga 

Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia 

Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

25.194.000                                25.194.000                                100

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik 

Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan 

Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah 

Provinsi

25.194.000                                25.194.000                                100

2

Penatausahaan Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya 

dalam daerah Provinsi

235.295.900                             234.422.557                              99,63

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin 

Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 

235.295.900                             234.422.557                              99,63

3

Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa 

Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik 

dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah 

Provinsi

11.510.541                                11.356.750                                98,66

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 

Harga Jual Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dan 

Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi

11.510.541                                11.356.750                                98,66

4

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak 

Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga 

Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan 

Perdesaan

1.475.341.646                          1.456.663.249                          98,73

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 

Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

1.400.574.546                          1.381.896.149                          98,67

Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana 

Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah 

Terpencil dan Perdesaan

74.676.100                                74.676.100                                100

JUMLAH 18.661.659.890                       17.106.801.387                        91,67

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 

PROGRAM PENGELOLAN KETENAGALISTRIKAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA


Dari tabel tersebut diatas, bahwa program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, secara umum dapat dikatakan berhasil sebagaimana laporan realisasi fisik dan keuangan pada Tahun 2021 dimana realisasi fisik adalah 100% sedangkan realisasi keuangan capaiannya berkisar rata-rata 97%.

BAB  IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. Melalui laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Disadari laporan ini sepenuhnya menyajikan akuntabilitas yang sempurna, namun setidaknya masyarakat serta pihak yang kepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.


Secara Umum pelaksanaan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 telah melaksanakan fisiknya 100% berdasarkan Perubahan Anggaran dan Perubahan Target Kinerja.

1. Permasalahan 

· Refocusing/Pengurangan Alokasi anggaran berpengaruh pada tercapainya sasaran strategis.

· Masih terbatas tenaga professional yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik disektor Energi dan Sumber Daya Mineral baik kemampuan maupun jumlahnya dibandingkan dengan target capaian kinerja.

· Publikasi melalui website tidak mencukupi sehingga penyebaran informasi terhambat dan koordnisai dengan stake holder berkurang, maka investasi di Bidang ESDM berkurang.

· Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tidak terealisasi 100% karena adanya ASN yang Purnabakti, mutasi dan ASN yang tidak masuk kantor karena sakit.

2. Solusi

· Kedepan perlu dipertimbangkan penambahan anggaran dalam rangkat tercapainya tujuan strategis.

· Perlu diperhatikan Sumber Daya Manusia yang profesional sesuai kualifikasi Akademik Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk Peningkatan Sumber Daya  Manusia melalaui Diklat-diklat

· Kedepan perlu dilakukan peminjaman kembali terkait Gaji dan Tunjangan ASN.



Manado,      Januari 2022


KEPALA DINAS


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH 


PROVINSI SULAWESI UTARA











Drs. FRANSISCUS MAINDOKA


PEMBINA UTAMA MUDA


NIP. 19660627 198602 1 006
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BELANJA OPERASI

		RINCIAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN PEN DAERAH

		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

		TAHUN 2021

		No		Kode Rekening		Program/Kegiatan		Jumlah Anggaran

		I		3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		2,500,000,000

				3.29.06.1.06		Kegiatan Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		2,500,000,000

				3.29.06.1.06.06		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		2,500,000,000

				5		Belanja Daerah		2,500,000,000

				5.1		Belanja Operasi		2,500,000,000

				5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		2,500,000,000

				5.1.02.01		Belanja Barang		2,500,000,000

				5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis		2,500,000,000

				5.1.02.01.01.0039		Belanja Persediaan Untuk Dijual, Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Pada Masyarakat		2,500,000,000

						- Pemasangan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Minahasa		1,500,000,000

						- Pemasangan Penerangan Jalan Umum Di Kota Manado		1,000,000,000

		II		3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGOLOGIAN		1,005,000,000

				3.29.02.1.03		Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi		1,005,000,000

				3.29.02.1.03.03		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan air Tanah		1,005,000,000

				5		Belanja Daerah		1,005,000,000

				5.1		Belanja Operasi		1,005,000,000

				5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		1,005,000,000

				5.1.02.01		Belanja Barang		1,005,000,000

				5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis		1,005,000,000

				5.1.02.01.01.0039		Belanja Persediaan Untuk Dijual, Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan Pada Masyarakat		1,005,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Desa Sea Mitra Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa		135,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Desa Paso Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa		140,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa		120,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa		150,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Desa Keroit Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan		150,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado		120,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe		190,000,000

		III		3.29.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		195,000,000

				3.29.01.1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		195,000,000

				3.29.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor alat Bangunan Lainnya		195,000,000

				5		Belanja Daerah		195,000,000

				5.1		Belanja Operasi		195,000,000

				5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		195,000,000

				5.1.02.01		Belanja Barang		195,000,000

				5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis		195,000,000

						- Pengadaan Alat Bor Air		195,000,000

		JUMLAH						3,700,000,000

				Manado,                                            2021

				KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH

				PROVINSI SULAWESI UTARA

				Drs. FRANSISCUS MAINDOKA

				PEMBINA UTAMA MADYA

				NIP. 1966027 198902 1 006





BELANJA MODAL

		RINCIAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN PEN DAERAH

		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

		TAHUN 2021

		No		Kode Rekening		Program/Kegiatan		Jumlah Anggaran

		I		3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		620,360,000

				3.29.06.1.06		Kegiatan Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		620,360,000

				3.29.06.1.06.06		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan		620,360,000

				5.1.2.01.01.0039		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		620,360,000

						Belanja Persediaan untuk Dujual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		620,360,000

						Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) (PEN)		620,360,000

						- Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Minahasa (PEN)		370,360,000

						- Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Manado		250,000,000

		II		3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		1,082,000,000

				3.29.02.1.03		Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi		1,082,000,000

				3.29.02.1.03.03		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan air Tanah		1,082,000,000

				5.1.2.01.01.0039		Belanja Sarana untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		1,811,391,410

						Pemboran Air Tanah		729,391,410

						- Pemboran Air Tanah		729,391,410

						Belanja Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah		1,082,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah di Desa Sea Mitra Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa (PEN)		150,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah di Desa Sinuian Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa (PEN)		155,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah di  Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa (PEN)		147,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah di  Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa (PEN)		150,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Keroit Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan (PEN)		150,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah di  Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado (PEN)		135,000,000

						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe (PEN)		195,000,000

		III		3.29.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		195,000,000

				3.29.01.1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		195,000,000

				3.29.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor alat Bangunan Lainnya		195,000,000

				5.2.02.12.01.0003		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya		195,000,000

						- Pengadaan Alat Bor Air		195,000,000

		JUMLAH						1,897,360,000

						Manado,                                            2021

						KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH

						PROVINSI SULAWESI UTARA

						Drs. FRANSISCUS MAINDOKA

						PEMBINA UTAMA MADYA

						NIP. 1966027 198902 1 006
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Sheet1

				URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		%

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14,083,691,727		12,560,944,268		89.19

		1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21,966,420		19,914,800		90.66

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20,494,419		18,414,800		89.85

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,502,001		1,500,000		99.87

		2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41,199,591		40,748,634		98.91

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		41,199,591		40,748,634		98.91

		3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,205,393,816		9,762,497,701		87.12

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,026,658,000		9,583,823,049		86.92

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		19,701,543		19,679,902		99.89

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		159,034,273		158,994,750		99.98

		4		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12,749,570		12,720,300		99.77

				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		11,991,570		11,962,300		99.76

				Pemanfaatan Barang Milik Daerah		758,000		758,000		100.00

		5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		191,461,961		189,479,082		98.96

				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		26,918,431		26,508,900		98.48

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		88,305,244		88,140,244		99.81

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		76,238,286		74,829,938		98.15

		6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		471,261,747		469,155,500		99.55

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		363,062,730		361,015,500		99.44

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		108,199,017		108,100,000		99.91

		7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,855,149,008		1,794,594,333		96.74

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15,075,630		15,074,800		99.99

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		212,480,000		172,369,926		81.12

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,800,150		1,044,000		58.00

				Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,625,793,228		1,606,105,607		98.79

		8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		284,479,614		271,873,918		95.57

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		260,330,561		247,795,718		95.19

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		24,149,053		24,078,200		99.71

		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				2,170,904,275		2,165,695,127		99.76

		1		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		266,500,487		265,232,046		99.52

				Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah		266,500,487		265,232,046		99.52

		2		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,Izin Pemakaian,dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah  Provinsi		36,260,208		36,252,200		99.98

				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		36,260,208		36,252,200		99.98

		3		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		1,868,143,580		1,864,210,881		99.79

				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		1,868,143,580		1,864,210,881		99.79

		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				452,413,240		447,621,108		98.94

		1		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		16,279,586		16,105,000		98.93

				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		13,179,586		13,005,000		98.68

				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		3,100,000		3,100,000		100.00

		2		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		180,477,430		176,592,208		97.85

				Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		180,477,430		176,592,208		97.85

		3		Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		70,047,359		69,366,500		99.03

				Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		70,047,359		69,366,500		99.03

		4		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan		96,152,727		96,150,900		100

				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		96,152,727		96,150,900		100

		5		Penatausahan Izin Usaha Jasa Petambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		45,493,638		45,444,000		99.89

				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dala Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		45,493,638		45,444,000		99.89

		6		Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan		43,962,500		43,962,500		100

				Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Usaha Pertambangan		43,962,500		43,962,500		100

		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				207,308,561		204,904,328		98.84

		1		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		207,308,561		204,904,328		98.84

				Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		178,294,061		175,889,828		98.65

				Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperhensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi		13,255,500		13,255,500		100.00

				Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		15,759,000		15,759,000		100.00

		PROGRAM PENGELOLAN KETENAGALISTRIKAN				1,747,342,087		1,727,636,556		98.87

		1		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		25,194,000		25,194,000		100

				Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		25,194,000		25,194,000		100

		2		Penatausahaan Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi		235,295,900		234,422,557		99.63

				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		235,295,900		234,422,557		99.63

		3		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi		11,510,541		11,356,750		98.66

				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi		11,510,541		11,356,750		98.66

		4		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		1,475,341,646		1,456,663,249		98.73

				Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		1,400,574,546		1,381,896,149		98.67

				Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		74,676,100		74,676,100		100

				JUMLAH		18,661,659,890		17,106,801,387		91.67
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				URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		%

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14,083,691,727		12,560,944,268		89.19

		1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21,966,420		19,914,800		90.66

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20,494,419		18,414,800		89.85

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,502,001		1,500,000		99.87

		2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41,199,591		40,748,634		98.91

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		41,199,591		40,748,634		98.91

		3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,205,393,816		9,762,497,701		87.12

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,026,658,000		9,583,823,049		86.92

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		19,701,543		19,679,902		99.89

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		159,034,273		158,994,750		99.98

		4		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12,749,570		12,720,300		99.77

				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		11,991,570		11,962,300		99.76

				Pemanfaatan Barang Milik Daerah		758,000		758,000		100.00

		5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		191,461,961		189,479,082		98.96

				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		26,918,431		26,508,900		98.48

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		88,305,244		88,140,244		99.81

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		76,238,286		74,829,938		98.15

		6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		471,261,747		469,155,500		99.55

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		363,062,730		361,015,500		99.44

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		108,199,017		108,100,000		99.91

		7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,855,149,008		1,794,594,333		96.74

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15,075,630		15,074,800		99.99

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		212,480,000		172,369,926		81.12

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,800,150		1,044,000		58.00

				Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,625,793,228		1,606,105,607		98.79

		8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		284,479,614		271,873,918		95.57

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		260,330,561		247,795,718		95.19

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		24,149,053		24,078,200		99.71

		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				2,170,904,275		2,165,695,127		99.76

		1		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		266,500,487		265,232,046		99.52

				Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah		266,500,487		265,232,046		99.52

		2		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,Izin Pemakaian,dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah  Provinsi		36,260,208		36,252,200		99.98

				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		36,260,208		36,252,200		99.98

		3		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		1,868,143,580		1,864,210,881		99.79

				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah		1,868,143,580		1,864,210,881		99.79

		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				452,413,240		447,621,108		98.94

		1		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		16,279,586		16,105,000		98.93

				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		13,179,586		13,005,000		98.68

				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		3,100,000		3,100,000		100.00

		2		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		180,477,430		176,592,208		97.85

				Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		180,477,430		176,592,208		97.85

		3		Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		70,047,359		69,366,500		99.03

				Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		70,047,359		69,366,500		99.03

		4		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan		96,152,727		96,150,900		100

				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		96,152,727		96,150,900		100

		5		Penatausahan Izin Usaha Jasa Petambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		45,493,638		45,444,000		99.89

				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dala Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		45,493,638		45,444,000		99.89

		6		Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan		43,962,500		43,962,500		100

				Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Usaha Pertambangan		43,962,500		43,962,500		100

		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				207,308,561		204,904,328		98.84

		1		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		207,308,561		204,904,328		98.84

				Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		178,294,061		175,889,828		98.65

				Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperhensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi		13,255,500		13,255,500		100.00

				Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		15,759,000		15,759,000		100.00

		PROGRAM PENGELOLAN KETENAGALISTRIKAN				1,747,342,087		1,727,636,556		98.87

		1		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		25,194,000		25,194,000		100

				Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		25,194,000		25,194,000		100

		2		Penatausahaan Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi		235,295,900		234,422,557		99.63

				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		235,295,900		234,422,557		99.63

		3		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi		11,510,541		11,356,750		98.66

				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi		11,510,541		11,356,750		98.66

		4		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		1,475,341,646		1,456,663,249		98.73

				Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		1,400,574,546		1,381,896,149		98.67

				Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		74,676,100		74,676,100		100

				JUMLAH		18,661,659,890		17,106,801,387		91.67
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